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Abstrak

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh ialah saling berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kerja tersebut dimuat adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, namun dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban sering terjadi kesenjangan posisi tawar di antara para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan atas perjanjian kerja tersebut. Salah satu contoh perjanjian kerja yang ditengarai merugikan salah satu pihak adalah perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja/buruh dengan PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan adanya masa percobaan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang  sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai substansi pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme alur penyelesaian perselisihan perburuhan antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya. Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri termasuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya menerapkan adanya masa percobaan kerja dan bertentangan pada Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan “perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan masa percobaan tersebut maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum”. Penerapan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu melanggar ketentuan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Syam Surya Mandiri tersebut menjadi batal demi hukum dan perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada menurut hukum. Apabila terdapat perselisihan mengenai mensyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga pekerja merasa dirugikan atas peraturan perusahaan tersebut maka tetap dapat dilakukan upaya hukum. Perselisihan antara pekerja dengan pihak pengusaha yang menerapkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu perselisihan yang terjadi tersebut termasuk dalam perselisihan kepentingan. Apabila terjadi perselisihan kepentingan maka dapat diselesaikan dengan upaya bipartit terlebih dahulu apabila belum menemukan titik temu maka dapat deselesaikan melalui :  mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase.





The Work agreement is the beginning of work relationship inception between labor/worker and businessmen. The relationship between labor/worker and businessmen is interrelated in the compliance of rights and obligations. In the work agreement, is contained of rights and obligations but in the process of fullfilling of those has always been imbalancy. It can make one of them being impaired on that work agreement. For instance, the work agreement that indicates a deviation between labors / worker is PT. Syam Surya Mandiri which applies the worker training period. This research is normative law research. The research approach used is law approach, and concept approach. The collection technique of law subtance in this research is case study based on law substance such as primary law and secondary law. It is purposed in order to attain the appropiate law substances related to this research which is about the work agreement substance with appropriate regulation and mechanism of disagreement worker solution between PT Syam Surya Mandiri and the workers. Based on the research results, the work agreement between PT Syam Surya Mandiri and the workers is a work agreement with certain period of time. It applies the certain period of time that contradicts with section 58 subsection 2 of the worker regulation “ the work agreement specified of time does not required a trial work, then if it does so, the work agreement is invalid for law. The application of the trial work breaks the worker regulation. Therefore the work agreement of PT Syam Surya Mandiri is invalid for law. When it is found a disagreement about a trial work in the work agreement specified time until the worker thinks unadvanageous on company’s regulation, the workers can effort law. The disagreement between the worker and businessmen that applies a trial work in the agreement worker specified time is a disagreement of interest. When the disagreement of interest occurs it can be solved by bipartit effort. Previously, when it cannot be solved so another ways are :  mediation, consiliation, and arbitration. 







Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan ke arah yang lebih baik dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pekerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Haruslah ada hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sekaligus mengatur tentang perlindungan mengenai hak-hak pekerja tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak pekerja perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sekaligus mengatur tentang perlindungan mengenai hak-hak pekerja. Wujud perlindungan dari pemerintah pada tahun 2003 adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Ketenagakerjaan). Pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pemberi kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Hubungan pekerja dengan pemberi kerja (baik perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) terjalin ketika adanya suatu hubungan kerja yang dimana, pekerja bekerja di bawah perintah pemberi kerja danatas kerjanya maka pekerja akan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Menurut pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja”. Pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah, “Perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Pihak pertama si pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja dan mempunyai hak untuk menerima upah, sebaliknya pihak kedua si pengusaha mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan pekerja serta berkewajiban untuk membayar upah.
Perjanjian kerja waktu tertentu ( yang  selanjutnya disingkat PKWT) merupakan perjanjian kerja pengusaha dengan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu​[1]​. Jangka waktu PKWT menurut Pasal 3 ayat (2) Kepmen. No. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan paling lama 3 (tiga) tahun, dengan masa dua tahun pertama kemudian dilanjutkan satu tahun. PKWT berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau dengan selesainya pekerjaan yang disepakati. Juga dapat berakhir apabila meninggal dunia. PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan, karena masa percobaan berlangsung relatif singkat. Dan apabila apabila di dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan masa percobaan maka masa percobaan tersebut batal demi hukum.​[2]​
Mengenai penerapan masa percobaan yang tidak boleh disyaratkan dalam masa percobaan, terdapat contoh perjanjian kerja yang mensyaratkan masa percobaan bagi PKWT. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah antara pekerja dengan PT Syam Surya Mandiri yang berkedudukan di Jl. Propinsi No. 1 Kamp. Kajang – Anggana, Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur. Dalam wawancara oleh Bapak Dhian Tje Guy, S E selaku General Manager pihak PT Syam Surya Mandiri menerapkan masa percobaan dalam PKWT adalah wajar dan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tetapi dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan sudah sangat jelas bahwa dalam Pasal 58  Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “PKWT  tidak mensyaratkan adanya masa percobaan dan bila mana mensyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum”. 
Dalam hal mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT menjadi batal demi hukum, pemerintah menunjuk Dinas Tenaga Kerja (yang selanjutnya disebut Disnaker) sebagai pengawas serta menjamin  pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.” Tetapi dalam prakteknya perjanjian kerja dalam perusahan yang dibuat oleh perusahan itu sendiri, seringkali tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan seperti penerapan masa percobaan dalam PKWT oleh PT Syam Surya Mandiri. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disnaker mengenai pelaksanaan peraturan undang-undang ketenagakerjaan mengenai isi perjanjian kerja sangat sulit dikarenakan dikarenakan tidak ada sangsi hukum apabila tidak mendaftarkan kepada dinas tenaga kerja setempat.  
Permasalahan hukum PT Syam Surya Mandiri terletak pada isi perjanjian kerja dalam klasula perjanjian mengisyaratkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “PKWT  tidak mensyaratkan adanya masa percobaan dan bila mana mensyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum”. 
Mengenai alasan mengapa PT Syam Surya Mandiri menerapkan masa percobaan dalam PKWT juga dijelaskan oleh Bapak Dhian Tje Guy, S E meliputi 3 (tiga) hal yakni:
1.	Disiplin;
2.	Berkelakuan baik dalam bekerja;
3.	Kemahiran dalam bekerja;
alasan dalam mensyaratkan masa percobaan dimaksudkan karena perusahaan butuh untuk mengetahui kwalitas pekerja yang memiliki pengalaman kerja 0 (nol) tahun pada perusahaan.​[3]​
Mensyaratkan masa percobaan dimaksudkan pada perusahaan  PT Syam Surya Mandiri ingin mengetahui,  bagaimana kualitas pekerja telah sesuai dengan standar dari perusahaan. Penerapan masa percobaan dimaksudkan untuk bila mana pekerja melakukan kesalahan kerja yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian maka pihak perusahanan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (yang selanjutnya disebut PHK).  
Berdasarkan latar belakang di atas yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS MENGENAI MASA PERCOBAAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN SYAM SURYA MANDIRI”
Rumusan Masalah
1.	Apakah mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT pada PT Syam Surya Mandiri dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2.	Apa akibat hukum dari mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT pada perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri?
Tujuan Penelitian:
1.	Untuk memahami dalam mensyaratkan masa percobaan pada PKWT dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.	Untuk memahami akibat hukum dari mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT pada perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri.
METODE PENELITIAN
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.​[4]​ Jenis bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Selanjutnya bahan hukum sekunder terdiri buku-buku teks (text book) tentang ketenagakerjaan yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, serta website terkait ketenagakerjaan.
Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis  sesuai dengan permasalahan pada perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yakni menerapkan masa percobaan pada PKWT, pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
Tugas seorang pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pihak pekerja dan pemberi kerja. Dengan begitu pekerja akan menerima hak-haknya yaitu menerima upah atau imbalan kerja dari pemberi kerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Banyak permasalahan yang muncul mengenai perjanjian kerja karena pihak pemberi kerja dan pekerja tidak memperhatikan aturan-aturannya terlebih dulu. Salah satunya adalah PKWT pada PT Syam Surya Mandiri berkedudukan di Jl. Propinsi No. 1 Kamp. Kajang – Anggana, Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur.​[5]​ Perusahaan ini  bergerak di bidang ekspor udang laut yang disimpan dengan cold storage ke berbagai negara. Bahan baku udang yang hendak di ekspor merupakan gabungan dari hasil pertambakan PT Syam Surya Mandiri  maupun hasil tangkapan laut nelayan. Adapun jenis udang laut yg di ekspor yaitu,  
1. Udang Windu (tanda khas pada tubuh udang windu ini adalah pada rostrumnya yang relatif panjang dan kuat serta ujungnya sedikit melengkung ke atas, di tepi atas rostrum bergigi tujuh buah dan ditepi bawah bergigi tiga buah), 
2. Udang White (tanda khas dari udang ini warna tubuhnya yang relatif putih bersih, sedangkan ujung dan tepi ekor serta kaki-kaki udang berwarna merah kulit dudang relatif tipis dan dagingnys lebih lunak dibanding udang windu), 
3. Udang Kucing atau cat prawn (udang ini kecil-kecil, yang paling besar berukuran 31 – 40 ekor/lb. Warnanya hijau dengan garis-garis melintang kuning dan putih. Ada juga yang berwarna kuning dengan garis melintang coklat dan putih), . 
Dalam bidang ekspor udang ini ada bulan-bulan tertentu yang tinggi permintaan  yakni pada bulan November sampai dengan Januari serta pada bulan April sampai dengan Juni adalah bulan yang sangat tinggi permintaan untuk ekspor terkadang membutuhkan pekerjaan tambahan.
Berkaitan dengan ketenagakerjaan, PT Syam Surya Mandiri mempekerjakan 700 karyawan yang terdiri dari yakni kepala perusahaan, kepala gudang, personalia, teknisi, pengawas operator pabrik, operator pabrik, pekerja di bagian gudang bahan mentah, pekerja di bagian bagian penimbangan serta membedakan ukuran, jenis dan berat udang yang akan dikemas, pekerja di bagian kupas udang mulai dari pengkupasan kepala, kulit hingga tersisa daging udangnya saja, pekerja bagian pengemasan udang yang di simpan dengan cold storage siap ekspor, pengawas packing (pengemasan) udang, pekerja administrasi kantor, pekerja di bagian perlengkapan, pekerja di bagian pemuatan barang, sopir, hingga petugas kebersihan.
Berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, terdapat perjanjian kerja yang mengikat kedua pihak. Mengenai pembuatan perjanjian kerja harus mempunyai anatomi perjanjian yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat. Berdasarkan teori Anatomi perjanjian kerja merupakan struktur yang terdapat dalam perjanjian memuat:
1.	Judul Kontrak
2.	Bagian Pembukaan










Dalam Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri terdapat penjelasan mengenai Pasal 1 mengenai Pekerjaan, Status Karyawan, dan Penempatan ayat (3) menyebutkan Pihak II dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak I, berstatus sebagai karyawan masa percobaan. Mengenai Pasal 2 Ketentuan Imbalan Upah  ayat (1) pihak 1 akan mengevaluasi pihak II selama 3 bulan yang ditempatkan dibagian Manager Personalia yang berlokasi di Jl. Propinsi No. 1, Kamp Kajang, Kec Anggana, kab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pasal 8 Jangka Waktu & Berakhirnya Perjanjian ayat (1) Perjanjian kerja ini berlaku dan mengikat para pihak selama 6 bulan. 
Penjelasan dari perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri termasuk PKWT hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang ketenagakerjaan  ayat (2) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas : “jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu”, dikarenakan perjanjian kerja yang dimaksud terdapat jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja selama 6 bulan. Jadi, mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri merupakan PKWT pada isi perjanjian kerjanya tersebut terdapat pemjelasan dalam hal upah kerja  yang selanjutnya upah tersebut akan dievaluasi lagi selama 3 bulan (mengevaluasi upah tersebut yang dikualifikasikan sebagai masa percobaan), jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja yang juga selama 6 bulan,  dan menempatkan pekerja dalam bidang Manager Personalia. 
3.2 Pembahasan Hasil Penelitian
3.2.1 Mensyaratkan Masa Percobaan Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Dibenarkan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dan buruh pada PT Syam Surya Mandiri terdapat multitafsir terhadap masa percobaan kerja yang berarti di dalam isi perjanjian kerja tersebut terdapat lebih dari satu penafsiran. Pertama, isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri merupakan PKWT yang pada isi perjanjian kerjanya terdapat penjelasan dalam hal upah kerja selanjutnya upah tersebut akan dievaluasi lagi selama 3 bulan (mengevaluasi upah tersebut yang dikualifikasikan sebagai masa percobaan kerja), jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja yang juga selama 6 bulan, dan menempatkan pekerja dalam bidang Manager Personalia. Kedua, Perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri tersebut menerapkan adanya masa percobaan kerja. Namun, dalam perjanjian tersebut masa percobaan tidak disebutkan dengan jelas sehingga masa percobaan tersebut dilaksanakan selama 6 bulan sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa isi dari perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan masa percobaan kerja yang disyaratkan 3 bulan masa percobaan melalui upah dan 6 bulan jangka waktu perjanjian kerja tersebut berakhir, Namun, disisi lain isi perjanjian kerja tersebut dapat diartikan menerapkan adanya masa percobaan kerja selama 6 bulan sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan yang jelas terkait jangka waktu masa percobaan perjanjian kerja tersebut.
Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri dalam isi perjanjian kerja Pasal 2 menyebutkan Pihak 1 memberikan imbalan berupa upah kerja kepada Pihak 2 dan mengevaluasi upah tersebut selama 3 bulan. Mengevaluasi upah kerja dimaksudkan perusahaan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja pekerja/buruh apakah layak untuk bekerja diperusahan, dalam hal ini upah yang diberikan kepada pekerja/buruh diberikan upah minimum. Pemberian upah minimum ini yang dapat dikualifikasikan sebagai masa percobaan kerja bagi pekerja.  
Mengenai isi perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yakni menyebutkan bahwa “Pekerja Waktu Tidak Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan maka Batal Demi Hukum”. Dalam mensyaratkan masa percobaan kerja, maka perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri tersebut sudah jelas yakni batal demi hukum, karena melanggar syarat-syarat material yang harus dipenuhi yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai syarat sahya suatu perjanjian kerja. 
Pada perjanjian kerja tersebut dibuat oleh pihak PT Syam Surya Mandiri dalam pembuatan perjanjian tersebut pihak perusahaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak pekerja sesuai dengan Pasal 1601a KUHPerdata  dimana pihak pekerja/buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja dibawah perintah pihak pengusaha. Kedudukan yang tidak sama dan tidak seimbang antara pihak pekerja/buruh yang menerima perintah pihak pengusaha sedangkan pihak pengusaha yang memberi perintah. Kedudukan yang tidak seimbang dimanfaatkan PT Syam Surya Mandiri pihak perusahaan untuk menerapkan masa percobaan dalam PKWT yang bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri termasuk dalam PKWT. Pengertian PKWT atau sekarang lazim disebut dengan kesepakatan kerja waktu tertentu, juga ditentukan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu”. Mengenai yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara, dan merupakan pekerjaan tambaham bukan termasuk pekerjaan yang tetap dan berlangsung secara terus menerus. Dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan:
1.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a.	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.	Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk baru tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dengan adanya ketentuan seperti disebutkan di atas, yaitu berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, merupakan pekerjaan tambahan dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 
Mengenai ketentuan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, apabila syarat-syarat PKWT tidak terpenuhi maka secara hukum otomatis menjadi PKWTT. Beberapa prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang perlu diperhatikan, menurut Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan:
Pasal 58
1.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
2.	Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Pasal 59
1.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a.	Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.	Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.	Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.	Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk baru tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjanng dan diperbaharui.
4.	Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5.	Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6.	Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7.	Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayar (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8.	Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Beberapa prinsip PKWT yang sudah dijelaskan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan bilamana mensyaratkan masa percobaan kerja maka perjanjian kerja tersebut dianggap tidak ada. Mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri dalam PKWT pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : pihak II dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak I, berstatus sebagai karyawan masa percobaan yang ditempatkan di bagian personalia, dalam mensyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT yakni bertentangan dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja tersebut menjadi dianggap tidak ada perjanjian atau batal demi hukum.
Mengenai penjelasan tentang jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT diatur di dalam Kepmen. No. 100/Men/VI/2004. Jenis perkerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT ada 3 yakni :
1.	PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman
Adalah jenis pekerjaan yang pelaksanaanya tergantung pada musim atau cuaca tertentu dan pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.
2.	 PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru
Adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
3.	Perjanjian kerja harian atau lepas
Adalah jenis pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Perjanjian kerja ini terdapat ketentuan yakni pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. 

Dengan demikian jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan yang diperbolehkan untuk PKWT adalah yang disebutkan di dalam Kepmen. No. 100/Men/VI/2004. Mengenai isi PKWT pada PT Syam Surya Mandiri dalam pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : pihak II dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak I, berstatus sebagai karyawan masa percobaan yang ditempatkan sebagai manager di bagian manajemen personalia.  Manajemen personalia adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya pegawai dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.​[7]​ Dengan adanya manajemen kepegawaian, para pegawai secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan manajemen personalia terdapat tugas bagian personalia dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.	Menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh tiap-tiap bagian dalam perusahaan. Hal ini berarti bagian personalia memberikan layanan pada bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya;
2.	Membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan;
3.	Membuat job analysis, job discription, dan job spesification;
4.	Menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja;
5.	Mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik;




 Pada penjelasan telah disebutkan di atas bahwa pada pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan “PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, merupakan pekerjaan tambahan dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”. Mengenai penempatan kerja di bagian Manager Personalia, pekerjaan seorang Manager Personalia tersebut bukan merupakan pekerjaan tambahan atau penunjang dan merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap bagian dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu perjanjian kerja yang mengikat pekerja dengan jenis pekerjaan Manager Personalia haruslah dilakukan dengan PKWTT bukan PKWT.
Masa Percobaan kerja dapat dicantumkan untuk PKWTT sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan “PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. Masa percobaan dimaksukan untuk mengetahui kepribadian pekerja dan memperhatikan pekerja dalam melakukan sebuah pekerjaan yang diberikan kepada pekerja tersebut mampu untuk bekerja dengan baik dalam perusahaan. Apabila PT Syam Surya Mandiri ingin menerapkan masa percobaan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan masa percobaan yang disyaratkan dapat diterapkan dalam PKWTT bukan dalam PKWT. Penerapan masa percobaan dalam PKWT melanggar ketentuan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan masa percobaan dalam PKWTnya menjadi batal demi hukum perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada menurut hukum.
3.2.2	Analisa mengenai akibat hukum dari mensyaratkan masa percobaan dalam PKWT pada perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri
Berdasarkan hasil penelitian dalam Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri terdapat penjelasan mengenai Pasal 1 mengenai Pekerjaan, Status Karyawan, dan Penempatan ayat (3) menyebutkan Pihak II dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak I, berstatus sebagai karyawan masa percobaan. Mengenai Pasal 2 Ketentuan Imbalan Upah  ayat (1) pihak 1 akan mengevaluasi pihak II selama 3 bulan yang ditempatkan dibagian Manager Personalia. Pasal 8 Jangka Waktu & Berakhirnya Perjanjian ayat (1) Perjanjian kerja ini berlaku dan mengikat para pihak selama 6 bulan.
Perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri termasuk PKWT, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang ketenagakerjaan  ayat (2) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas : “jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu”, dikarenakan perjanjian kerja yang dimaksud terdapat jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja selama 6 bulan. Jadi, mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri merupakan PKWT yang pada isi perjanjian kerjanya terdapat pemjelasan dalam hal upah kerja  yang selanjutnya upah tersebut akan dievaluasi lagi selama 3 bulan, jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja yang juga selama 6 bulan,  dan menempatkan pekerja dalam bidang Manager Personalia.
Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri yang mengevaluasi upah selama 3 bulan dimaksudkan perusahaan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja pekerja/buruh apakah layak untuk bekerja diperusahan, dalam hal ini upah yang diberikan kepada pekerja/buruh diberikan upah minimum. Pemberian upah minimum ini yang dapat dikualifikasikan sebagai masa percobaan kerja bagi pekerja.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri merupakan PKWT yang pada isi perjanjian kerjanya terdapat masa percobaan kerja selama 3 bulan, jangka waktu berakhirnya sebuah perjanjian kerja selama 6 bulan dan menempatkan pekerja dalam bidang Manager Personalia. Isi perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yakni menyebutkan bahwa “Pekerja Waktu Tidak Tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan maka Batal Demi Hukum”. Dalam mensyaratkan masa percobaan kerja, maka perjanjian kerja PT Syam Surya Mandiri tersebut sudah jelas yakni batal demi hukum, karena melanggar syarat-syarat material Perjanjian kerja pada umumnya wajib mematuhi ketentuan sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang memuat sebagai berikut:
1.	Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a)	Kesepakatan kedua belah pihak
b)	Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c)	Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d)	Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3.	Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu, “Kesepakatan kedua belah pihak”. Kesepakatan kedua belah pihak adalah Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya yaitu antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalin hubungan kerja harus sepakat dan tidak dalam paksaan, penipuan atau kekhilafan dari salah satu pihak. Hubungan kerja antara Mochamad Yamin dengan PT Syam Surya Mandiri tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dari pihak manapun. Selama hubungan kerja kedua belah pihak telah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Mochamad Yamin bersedia untuk bekerja kepada PT Syam Surya Mandiri dan menerima upah, sebaliknya PT Syam Surya Mandiri bersedia untuk mempekerjakan Mochamad Yamin dan membayar upah.
Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu, “Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum”. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalin hubungan kerja harus cakap dalam menjalin hubungan kerja. Seseorang cakap untuk melakukan hubungan kerja menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu apabila telah berusia 18 tahun. Mochamad Yamin dalam menjalin hubungan kerja dengan PT Syam Surya Mandiri berumur 42 tahun, maka Mochamad Yamin cakap melakukan hubungan kerja.
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dalam istilah Pasal 52 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah, “Adanya pekerjaan yang diperjanjikan”. Pekerja dan pengusaha dalam menjalin hubungan kerja harus ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Mochamad Yamin diterima bekerja sebagai Manager Personalia pada PT Syam Surya Mandiri, maka terdapat pekerjaan tertentu yang diperjanjikan yaitu Mochamad Yamin bekerja sebagai Manager Personalia pada PT Syam Surya Mandiri.
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau istilah dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah, “Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan”. Mochamad Yamin diterima bekerja sebagai Manager Personalia pada PT Syam Surya Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor udang. Pekerjaan yang dilakuakan oleh Mochamad Yamin tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pekerjaan tersebut dalam PKWTnya menerapkan adanya masa percobaan sehingga melanggar Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang ketenagakerjaan..
Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Suatu perjanjian kerja apabila tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu dibuat atas paksaan, kekhilafan, penipuan dari salah satu pihak atau salah satu pihak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan yaitu melalui permohonan atau gugatan kepada pengadilan. Selanjutnya jika suatu perjanjian kerja tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu yang disepakati ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka secara otomatis kesepakatan tersebut batal demi hukum tanpa melalui gugatan kepada pengadilan, Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Adapun alasan perusahaan dalam mensyaratkan adanya masa percobaan dalam PKWT tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.
Hubungan kerja antara Mochamad Yamin dengan PT Syam Surya Mandiri tidak melanggar syarat subyektif akan tetapi syarat bertentangan dengan syarat obyektif, karena mengenai isi perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri merupakan PKWT yang pada isi perjanjian kerjanya terdapat masa percobaan kerja dan menempatkan pekerja dalam bidang Manager Personalia yang disebutkan dalam ketentuan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yakni menyebutkan bahwa “Pekerja Waktu Tidak Tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan maka Batal Demi Hukum”. Maka hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif, yaitu perjanjian kerja yang disepakati ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka secara otomatis kesepakatan tersebut batal demi hukum tanpa melalui gugatan kepada pengadilan.
Hasil wawancara mengenai penerapkan masa percobaan dalam PKWT dengan Dhian Tje Guy selaku General Manager mensyaratkan masa percobaan menurut pihak perusahaan adalah sudah wajar dan telah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.​[9]​ Mensyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu menurut pihak perusahaan menyatakan telah wajar dan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, pada kenyataannya disebutkan dalam mensyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT yakni telah bertentangan dalam Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penerapan masa percobaan dimaksudkan untuk mengevaluasi pekerja. Apabila pekerja melakukan kesalahan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian maka pihak perusahanan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak (tanpa izin dari pejabat yang berwenang).
Berkaitan dengan penerapan masa percobaan berikut ini hasil wawancara dengan Dhian Tje Guy selaku General Manajer menjelaskan 3 (tiga) alasan perusahaan menerapkan masa percobaan yakni:
1.	Disiplin;
2.	Berkelakuan baik dalam bekerja;
3.	Kemahiran dalam bekerja;
alasan dalam mensyaratkan masa percobaan dimaksudkan perusahaan untuk mengetahui kwalitas pekerja yang memiliki tidak memiliki pengalaman kerja  pada perusahaan.​[10]​
Perlunya disiplin bekerja ini berpengaruh pada ketaatan seseorang dalam bekerja untuk datang tepat waktu, supaya tidak menganggu jalannya jam bekerja perusahaan. Berkelakuan baik dimaksudkan yakni apabila pekerja dalam bekerja berprilaku sopan dan patuh agar tercipta kenyamanan kerja. Kemahiran dalam bekerja dimaksudkan supaya seseorang mampu untuk bekerja dan mahir dalam melakukan pekerjaan yang diberikan pihak perusahaan. 
Dari penjelasan perusahaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mensyaratkan masa percobaan untuk pegawai baru yang minim pengalaman merupakan cara untuk menanggulangi kerugian, kesalahan pekerja yang termasuk kesalahan berat (meliputi kesalahan yang dalam ruang lingkup pidana) maupun kesalahan ringan (meliputi kesalahan yang dalam ruang lingkup kedisiplinan dan kemahiran bekerja). Dalam masa percobaan tersebut pihak perusahaan menilai apakah pegawai baru yang minim pengalaman apakah layak untuk diterima atau diberhentikan karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.
Permasalahaanya adalah PT Syam Surya Mandiri menerapkan adanya masa percobaan dalam PKWT, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja bilamana PKWT mensyaratkan masa percobaan kerja maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Walaupun perusahaan mempunyai 3 alasan yakni : Disiplin, Berkelakuan baik dalam bekerja, dan Kemahiran dalam bekerja namun di dalam peraturan undang-undang ketenagakerjaan telah disebutkan aturan yang mengatur yang menjadi hak dan kewajiban seorang pekerja maupun hak dan kewajiban seorang pengusaha. Kedisplinan dalam bekerja, berkelakuan baik, dan kemahiran bekerja merupakan kewajiban seorang pekerja untuk bekerja dan mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang isinya dibuat pengusaha (tetap harus memperhatikan aturan-aturan undang-undang ketenagakerjaan). Adapun hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menanggulangi pekerja yang tidak bagus kinerjanya adalah dengan merujuk Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutan 
Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
Penjelasan Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas bilamana seorang pekerja apabila dalam bekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Apabila dalam bekerja mengenai kedisiplinan bekerja, berkelakuan baik, dan kemahiran bekerja, pada saat bekerja pekerja tersebut melakukan pelanggaran yang terdapat dalam  perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mengenai penjelasan di atas dapat diberikan kesimpulan pihak perusahaan dalam membuat perjanjian kerja tidak memperhatikan peraturan tentang undang-undang ketenagakerjaan jadi dalam membuat perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan masa percobaan yang disyaratkan menjadi batal demi hukum, pemerintah menunjuk Disnaker sebagai pengawas serta menjamin  pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Sesuai dengan pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Dalam prakteknya perjanjian kerja dalam perusahan yang dibuat oleh perusahan itu sendiri, seringkali tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjan seperti penerapan masa percobaan dalam PKWT oleh PT Syam Surya Mandiri. 
Disnaker melaksanakan peraturan undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu : “Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kopetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan “.  Pengawasan terhadap isi perjanjian kerja pada perusahaan merupakan wewenang Disnaker untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kepmen No. 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Mengenai KepmenNo. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tugas Dinas Tenaga Kerja yakni melakukan tugas yakni pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan terhadap isi PKWT agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Terhadap ketentuan Kepmen tersebut dalam pelaksanaannya terdapat perusahaan yang mendaftarkan dan terdapat pula perusahaan yang tidak mendaftarkan dikarenakan tidak ada sanksi hukum apabila tidak mendaftarkan kepada Dinas tenaga kerja sebagai pengawas ketenagakerjaan karena tidak ada sangsi atas ketentuan pada Pasal 13 Kepmen No. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
PKWT pada PT Syam Surya Mandiri menerapkan masa percobaan adapun alasan menerapkan masa percobaan dalam PKWT tidak dapat dijadikan alasan pembenar dikarenakan, bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila PKWT mensyaratkan adanya masa percobaan maka batal demi hukum. Batal demi hukum sebuah perjanjian kerja tidak serta merta perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak ada, karena dalam perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Hak dan kewajiban masing-masing pihak pada perjanjian kerja telah diatur secara tegas pada undang-undang ketenagakerjaan bilamana perjanjian tersebut dilanggar dan terdapat perselisihan hubungan antara pihak pekerja dan pengusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PKWT pada PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan masa percobaan adalah termasuk dalam perselisihan kepentingan. Pasal 1 ayat 3 UU PHI menyebutkan bahwa Perselisihan kepentingan adalah 
“perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”  

Perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial (litigasi).​[11]​ Walaupun perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian tersebut dimungkinkan untuk dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Terhadap perselisihan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pihak PT Syam Surya Mandiri  tersebut disebutkan dalam UU PHI Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hubungan industrial ini dimungkinkan untuk dapat diselesaikan melalui PHI. Berikut di bawah ini penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat dilakukan:
1.	Penyelesaian melalui perundingan bipartit, Pasal 1 angka 10 UU PHI menyebutkan bahwa 
“perundingan bipartit aalah perundingan antara pekerja/ buruh atau pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.” 
Bila dalam perundingan bipartit mencapai kata sepakat maka kesepakatan itu dituangkan menjadi suatu kesepakatan persetujuan bersama, namun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mendaftarkan kepada pejabat Disnaker setempat yang kemudian para pihak yang berselisih akan ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalan mediasi, konsiliasi atau arbitrase;
2.	Penyelesaian melalui mediasi, Pasal 1 angka 11 UU PHI menyebutkan bahwa:
 “Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih mediator yang netral.”
Dalam mediasi bilamana para pihak sepakat maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian akan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, namun bilamana tidak ditemukan kata sepakat maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis, bila anjuran diterima maka para pihak mendaftarkan anjuran tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang lain melalui pengadilan yang sama;
3.	Penyelesaian melalui konsiliasi, Pasal 1 angka 13 UU PHI menyebutkan bahwa 
“Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.” 
hubungan yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator (yang dalam ketentuan undang-undang perselisihan hubungan industrial adalah pegawai perantara swasta bukan dari Disnaker sebagaimana mediasi) dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Dalam hal terjadi kesepakatan maka akan dituangkan kedalam perjanjian bersama dan akan didaftarkan ke pengadilan terkait, namun bila tidak ada kata sepakat maka akan diberi anjuran yang boleh diterima ataupun ditolak, dan terhadap penolakan dari para pihak ataupun salah satu pihak maka dapat diajukan tuntutan kepada pihak lain melalui pengadilan hubungan industrial;
4.	Penyelesaian melalui arbitrase, Pasal 1 angka 15 UU PHI menyebutkan bahwa 
“Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.”
penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan yang dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh menteri
Adapun upaya yang dapat ditempuh atas putusan arbitrase apabila dalam putusan tersebut terdapat cacat hukum sesuai dengan Pasai 52 Ayat (1) UU PHI yakni:
Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a.	Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
b.	Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yg bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
c.	Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;
d.	Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau
e.	Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
5.	Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial, Pasal 1 angka 17 UU PHI menyebutkan bahwa 
“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”




Berdasarkan hasil penelitian Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:
1.	Perjanjian kerja pada PT Syam Surya Mandiri termasuk PKWT dikarenakan terdapat jangka waktu berakhirnya hubungan kerja, perjanjian kerja ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Syam Surya Mandiri dengan pekerjanya menerapkan adanya masa percobaan kerja selama 3 bulan dan jangka waktu berakhirnya selama 6 bulan. Namun, disisi lain isi perjanjian kerja tersebut dapat diartikan menerapkan adanya masa percobaan kerja selama 6 bulan sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan yang jelas terkait jangka waktu masa percobaan perjanjian kerja tersebut. Hal tersebut bertentangan Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan “perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan apabila mensyaratkan masa percobaan tersebut maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum”. Penerapan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu melanggar ketentuan dari Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu menjadi batal demi hukum dan perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada menurut hukum.
2.	Apabila terdapat perselisihan mengenai mensyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu sehingga pekerja merasa dirugikan atas peraturan perusahaan tersebut maka tetap dapat dilakukan upaya hukum. Perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan PT Syam Surya Mandiri yang menerapkan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah termasuk dalam perselisihan kepentingan. Apabila terjadi perselisihan kepentingan maka dapat diselesaikan dengan upaya Bipartit terlebih dahulu apabila belum menemukan titik temu maka dapat deselesaikan melalui :  penyelesaian melalui mediasi,  penyelesaian melalui konsiliasi, dan penyelesaian melalui arbitrase.
4.2	Saran
Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
1.	Bagi pengusaha diharapkan untuk dapat lebih memahami dan beritikad baik dalam pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus ditaati dan diindahkan oleh para pihak, maka perselisihan dalam ketenagakerjaan akan sangat jarang terjadi. 
2.	Bagi pekerja/buruh diharapkan dapat lebih memahami mengenai substansi dari suatu perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar apa yang telah disepakati nantinya dalam menjalankan pekerjaan tidak terjadi perselisihan hubungan industrial.
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